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Abstract: The implementation of infrastructure development in the Indonesian Capital City 

(IKN) is one of the government's strategic directions regulated in the provisions of Law no. 3 

of 2022 concerning the Indonesian Capital City (IKN Law). One of the funding sources 

regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and 

Business Entity Cooperation (KPBU) program, financial support or international funding 

programs, and creative funding programs. The two research formulations focus on a critical 

study of risk management in relation to foreign investment returns in infrastructure 

development in the IKN. This research is a type of normative legal research with a 

sociological approach. The conclusion of this study is that the KPBU system has clearer 

accountability rules, but the use of the other two foreign investment systems is relatively 

faster to use. Therefore, the other two schemes require more configuration. 

 

Keyword: Development Law, Indonesian Capital City (IKN), Return on Foreign Investment. 

 

Abstrak: Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) 

merupakan salah satu arah strategis pemerintah yang diatur dalam ketentuan Undang - 

Undang no. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Sumber pendanaan yang 

diatur dalam UU IKN salah satunya adalah penyaluran dana luar negeri, antara lain program 

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan keuangan atau program 

pendanaan internasional, dan program pendanaan kreatif. Kedua rumusan penelitian tersebut 

fokus pada kajian kritis terhadap manajemen risiko dalam kaitannya dengan imbal hasil 

investasi asing dalam pembangunan infrastruktur di IKN. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sistem KPBU memiliki aturan pertanggungjawaban yang lebih jelas, namun 
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penggunaan kedua sistem penanaman modal asing lainnya relatif lebih cepat digunakan. Oleh 

karena itu, dua skema lainnya memerlukan lebih banyak konfigurasi 

 

Kata Kunci: Hukum Pembangunan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengembalian Investasi 

Asing. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan pembangunan nasional merupakan wujud pencapaian tujuan pemerintah 

untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (Moh. Hudi, 2018) Hal ini sejalan dengan pandangan 

Suryati Hasan yang menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang 

berkesinambungan untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara guna mencapai tujuan nasional. salah satunya adalah yang sebelumnya. Pasalnya 

(Sariati Hasan, 2018) dalam pelaksanaan pembangunan negara, penerapan langkah-langkah 

hukum yang komprehensif akan mendorong implementasi dalam struktur. Mukhtar 

Kusumatmaja juga menegaskan, sistem hukum merupakan salah satu alat yang memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan upaya pembangunan nasional. (M. Zulfa Aulia, 2016) 

karena pembangunan nasional dan perangkat hukum dapat mewujudkan pembangunan 

nasional yang mencakup nilai keamanan, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum dalam 

pendekatan terpadu.  

Dalam kegiatan pembangunan nasional, berbagai kegiatan dapat dilakukan, salah 

satunya kegiatan pembangunan infrastruktur. Sifat umum dari jenis struktur yang terlibat 

dianggap sangat luas karena dapat dianggap sebagai keuntungan yang signifikan. Dengan 

dibangunnya seluruh infrastruktur, dapat diraih prestasi-prestasi yang dapat meningkatkan 

taraf hidup seluruh masyarakat. Tentu saja, jika kita berbicara tentang pembangunan 

struktural, tidak mungkin lepas dari aspek-aspek berikut ini. Secara sederhana, ada tiga 

komponen yang digunakan dalam proyek pembangunan struktural. Tiga fase yang disebutkan 

adalah fase perencanaan, fase implementasi, dan fase pasca implementasi. Pada tahap 

perencanaan, suatu proyek konstruksi diputuskan mulai dari konsep hingga metode 

pelaksanaannya. Selain itu, tahap perencanaan ini juga mencakup permintaan awal manfaat 

infrastruktur. Selama ini proyek konstruksi dievaluasi semaksimal mungkin selesai atau 

belum, yakni melalui proses daftar risiko. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah 

bagaimana pembiayaan suatu proyek infrastruktur. Hal ini penting karena kegagalan 

pembangunan proyek infrastruktur disebabkan oleh kurangnya pendanaan. Sehingga tidak 

jarang sebelum pelaksanaan infrastruktur perlu direncanakan anggarannya terlebih dahulu. 

Hal ini akan mendorong berbagai program pembangunan infrastruktur yang direncanakan 

pemerintah untuk dilaksanakan dengan mendatangkan kegiatan pihak ketiga untuk 

berinvestasi pada proyek keuangan. Ini juga dikenal sebagai investasi asing langsung (FDI). 

International Monetary Fund menegaskan bahwa dengan investasi langsung dari luar negeri 

diharapkan investasi tersebut akan meningkatkan perekonomian negara penerima. Terkait 

penanaman modal asing, Lyal Arkas mengatakan salah satu ciri penanaman modal asing 

adalah adanya transfer dana investasi secara langsung ke negara penerima penanaman modal, 

dan hal ini merupakan hal yang lumrah bagi investor asing. (Rafael Leal-Arcas, 2005). 

Terkait dengan FDI di atas, rencana ini erat kaitannya dengan rencana keuangan 

proyek konstruksi di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah rencana keuangan 

pembangunan Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN). Hal tersebut ditegaskan dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Nusantara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022) dan lampiran II UU 3/2022, yaitu salah 

satunya melalui skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha (selanjutnya disebut dengan 

KPBU), serta skema dukungan pembiayaan internasional. Sehingga apabila dicermati, skema 
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pembiayaan melalui investasi asing untuk pembangunan IKN memiliki dasar hukum yang 

tegas. 

Permasalahan hukum muncul ketika segala aspek pembangunan infrastruktur IKN 

yang didanai oleh penanaman modal asing terus gagal atau tidak sejalan dengan tujuan dasar 

pembangunan. Oleh karena itu, jika tidak berhasil mencapai pembangunan maka pemerintah 

sebagai investor bertanggung jawab atas pengembalian dana investasi dari investor asing. 

Meski seluruh infrastruktur sudah terpenuhi, pemerintah harus kembali melakukan repatriasi 

dana investasi asing sesuai kesepakatan sebelumnya. Persoalannya, ketentuan dalam UU 

3/2022 belum mengatur secara jelas tata cara pengembalian penanaman modal asing dan 

konsep manajemen risiko dalam UU Penanaman Modal untuk pengembalian penanaman 

modal asing untuk pengembangan IKN. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

pengaturan skema pengembalian  investasi asing dan implikasinya dalam pembangunan 

infrastruktur Ibu Kota Nusantara?  Bagaimana tinjauan hukum investasi terhadap manajemen 

risiko pengembalian investasi  asing pada pembangunan Ibu Kota Nusantara? 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. 

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, merupakan penelitian 

hukum yang menggunakan hukum sebagai kaidah atau acuan perilaku seluruh anggota 

masyarakat sebagai indikator munculnya suatu permasalahan hukum (Mohimin, 2020). 

Pendekatan legalistik adalah pendekatan penelitian yang berupaya menganalisis proses 

hukum berdasarkan teks atau konteks, sedangkan pendekatan teoritis adalah pendekatan 

penelitian yang menggunakan logika hukum untuk membuat argumentasi hukum mengenai 

suatu permasalahan hukum. penelitian juga didukung dalam ilmu manajemen dan ilmu 

ekonomi sebagai ilmu pembantu.  

Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur untuk mengumpulkan sumber 

hukum. Dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum 

primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD). NKRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Ibukota Negara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022), Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya yang disebut dengan UU 25/2007) 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU 11/2020), Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 

2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 

(selanjutnya disebut dengan Perpres 38/2015) serta bahan hukum sekunder yang meliputi 

doktrin hukum umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  kualitatif sebagai 

teknik analisa hukum dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan   kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Skema Pengembalian Investasi Asing dan Implikasinya dalam 

Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengaturan skema pendanaan 

pembangunan IKN secara umum diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 dan 

kemudian akan diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah (berikut: PP). Terkait 

dengan ketentuan a quo, dalam Pasal II UU 3/2022 diatur empat skema pembiayaan sebagai 

seperangkat sumber pembiayaan yang sah bagi pengembangan IKN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Keempat skema pembiayaan yang disebutkan adalah 

mekanisme pembiayaan melalui skema KPBU, skema partisipasi badan usaha yang seluruh 

atau sebagian modalnya dikuasai oleh Negara, termasuk perusahaan publik atau swasta 
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murni, skema pembiayaan pendukung atau pembiayaan internasional, dan pembiayaan 

lainnya. Program dalam bentuk pembiayaan kreatif seperti crowdfunding dan dana filantropi.  

Apabila mencermati keempat program pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN 

di atas, setidaknya ada tiga program yang dapat bersumber dari dana investasi asing dan 

dapat dijabarkan sebagai berikut. Sebagai bagian dari program pembiayaan pembangunan 

IKN dalam bentuk program pembiayaan KPBU. Dalam ketentuan pasal 1 angka (7) Peraturan 

Presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha 

(selanjutnya disebut Perpres 38/2015), ditegaskan bahwa badan usaha yang dimaksud dalam 

program KPBU adalah perusahaan. negara, Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut 

BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau 

koperasi. Perlu dicatat bahwa dalam proyek KPBU, pihak-pihak yang terlibat secara umum 

telah menganalisis model pembagian risiko yang mungkin masuk akal. (Daliman, 2020)  

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan a quo, jelas ditegaskan bahwa badan 

hukum asing dapat dikenakan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung pada 

pembangunan proyek infrastruktur melalui sistem KPBU. Selain itu, melalui sistem KPBU, 

badan hukum asing dapat menjadi perwakilan negaranya dalam keadaan tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menawarkan investasi 

pada suatu proyek infrastruktur (dalam hal ini pembangunan IKN). 

Program kedua terdiri dari pendanaan internasional atau program dukungan 

pendanaan. Pada Lampiran II UU 3/2022 juga dijelaskan bahwa sistem yang dimaksud 

mencakup penyediaan dana secara bilateral atau oleh lembaga multilateral melalui hibah 

dan/atau rencana penyelamatan. Jadi dalam hal ini ada dua hal yang dapat dipahami dengan 

jelas. Yang pertama, dana investasi dapat diberikan melalui program investasi antar negara 

atau program investasi dari lembaga perwakilan luar negeri. Kedua, penyediaan dana 

investasi dapat berorientasi pada penanaman modal, namun dapat juga berorientasi pada 

kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanaman modal.  

Selain itu, rencana pembiayaan penanaman modal asing yang dapat digunakan untuk 

pengembangan IKN adalah melalui rencana pembiayaan kreatif. Melalui program ini, 

investor asing dapat memilih untuk menyalurkan dananya melalui program crowdfunding 

atau melalui dana filantropi. Hal ini tentu menunjukkan bahwa penanaman modal yang dapat 

dilakukan dalam program ini dapat dilakukan oleh badan hukum asing, termasuk perorangan 

dan badan hukum asing. Kalaupun kita menelaah istilah “dana filantropi” yang diatur dalam 

ketentuan a quo, setidaknya ada dua hal yang dapat dipahami dengan jelas. Yang pertama, 

yang dimaksud dengan “dana filantropi” adalah dana tunggal milik badan hukum asing yang 

bersangkutan, tetapi dapat juga dana bersama, yang dalam arti lain adalah dana yang 

dikumpulkan oleh beberapa pihak yang tergabung dalam suatu kelompok pengurus. dana. 

untuk tujuan bersama. Hal ini biasanya dilakukan dalam konsep dana filantropi yang berasal 

dari yayasan luar negeri. Yang kedua, yang dimaksud dengan “dana filantropi” adalah dana 

yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

dana filantropi bukanlah dana yang memerlukan pengembalian penuh dan dalam keadaan 

tertentu bahkan tidak perlu dikembalikan.  

Mengacu pada ketiga proyek tersebut, perlu diperhatikan peran penting penanaman 

modal asing selain penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur IKN. Peran penting 

tersebut tergambar dari beragamnya program investasi yang dapat dipilih oleh investor. Oleh 

karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya pilihan program penanaman 

modal asing, maka jumlah dana penanaman modal asing jika diproporsi dengan baik akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan IKN. Oleh karena itu, 

pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan dana investasi 

investor asing dari setiap program yang dipilih investor. Berkenaan dengan hal tersebut, akan 

dijelaskan sistem pengembalian investasi asing dan implikasinya terhadap pembangunan 

infrastruktur IKN dari ketiga program investasi yang diuraikan di atas.  
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Dalam skema KPBU sendiri, untuk pembangunan infrastruktur IKN (lihat Lampiran 

II UU 3/2022) dijelaskan bahwa ada dua jenis skema yang diusulkan pemerintah, yaitu 

melalui skema tarif KPBU (pembayaran pengguna) dan KPBU sistem pembayaran 

ketersediaan (selanjutnya disebut AP PPP). Prinsipnya kedua rezim ini mengacu pada 

ketentuan pasal 11 ayat (2) Perpres 38/2015. Jika dicermati kedua skema tersebut mempunyai 

karakteristik yang berbeda dalam hal imbal hasil dana investasi (dalam hal dana investasi 

asing) yang dititipkan oleh Investor, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Sistem penetapan 

harga menentukan bahwa pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran pengguna. 

Merujuk pada pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) Perpres 38/2015, skema tarif KPBU sendiri 

dikenakan biaya penuh atas penggantian dari pengguna berdasarkan mekanisme penetapan 

harga awal penyediaan jasa. infrastruktur. penanggung jawab proyek kerjasama (selanjutnya 

disebut GCA). Jika dikaitkan dengan aturan UU 3/2022, tentu saja PJPK mengacu pada 

Otoritas IKN sebagai pelaksana dan penyelenggara segala bentuk kegiatan pemerintahan 

daerah khusus IKN. Jadi bisa dikatakan kalau investor asing memilih rate. Program KPBU 

untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN, dana investasinya akan dibayarkan dalam 

mata uang asing dan dilakukan secara bertahap oleh pengguna infrastruktur terkait. 

Yang perlu diperhatikan, dalam hal repatriasi dana investasi asing melalui sistem 

KPBU, biaya tidak dapat dikenakan secara langsung pada langkah repatriasi dana investasi. 

Selain itu, jangka waktu pengembalian dana penanaman modal asing melalui sistem tarif 

KPBU bergantung pada kemampuan masing-masing pengguna dalam menanggung beban 

tarif yang dikenakan Otoritas IKN. Oleh karena itu, penggunaan dana penanaman modal 

asing dengan sistem tarif KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua 

implikasi. Implikasi pertama, penggunaan dana penanaman modal asing tidak boleh dibagi 

dalam tahapan pembangunan infrastruktur atau fasilitas yang tidak memerlukan retribusi, 

misalnya kantor pemerintahan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena repatriasi dana 

penanaman modal asing melalui sistem tarif KPBU sejak awal memuat ketentuan untuk 

mengenakan biaya kepada setiap pengguna infrastruktur hingga seluruh investasi dana 

investasi diterima oleh investor yang bersangkutan. Implikasi kedua, penggunaan sistem tarif 

KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN membebankan kewajiban kepada pengguna 

hanya jika infrastruktur yang bersangkutan dapat digunakan sepenuhnya. Hal ini tentunya 

akan memudahkan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur IKN tanpa harus 

memenuhi kewajibannya kepada investor terlebih dahulu.  

Ketentuan Lampiran II UU 3/2022 juga menjelaskan bahwa pembiayaan internasional 

dalam bentuk pembiayaan dapat berbentuk hibah dan/atau rencana penyelamatan. Yang 

dimaksud dengan “dan” dalam ketentuan a quo adalah adanya bentuk pembiayaan yang 

ketiga, yaitu pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan menggabungkan dana investasi 

yang bersumber dari hibah dan sekaligus memberikan bantuan. Mengenai bentuk dana 

investasi hibah, perlu ditegaskan bahwa kegiatan hibah merupakan kegiatan non investasi. 

Dianggap sebagai kegiatan non-investasi, kegiatan subsidi tidak dimaksudkan untuk mencari 

keuntungan seperti kegiatan investasi pada umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat 

dikatakan tidak ada aturan tegas bagi PPJK (dalam hal ini Otoritas IKN) untuk 

mengembalikan dana penanaman modal asing hasil program subsidi kepada penanggung 

investasi dana tersebut. Selain itu, dengan menggunakan program hibah, pemodal asing 

memahami bahwa pengembalian dana investasi asing bukanlah suatu keharusan, kecuali 

ditentukan lain dalam perjanjian penanaman modal asing. Lain halnya jika penyedia dana 

penanaman modal menghendaki sebaliknya dalam perjanjian penanaman modal asing dan 

dengan persetujuan pihak penerima dana penanaman modal asing.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap penanam modal asing yang 

memberikan dana penanaman modalnya melalui rencana pengamanan mempunyai hak untuk 

meminta pengembalian dana penanaman modal asing kepada PPJK (Pemerintah dalam hal). 

Selain itu, dengan menggunakan rencana keamanan yang ada, investor asing berhak 
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menentukan waktu pengembalian dana investasi melalui perjanjian penanaman modal asing. 

Dalam hal ini tentu tidak menghilangkan hak-hak penerima dana investasi. Memang manfaat 

dana investasi juga dapat menunda pengembalian dana investasi tersebut, sepanjang terdapat 

pelanggaran atau prestasi yang belum sepenuhnya dihormati oleh kreditur.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga sistem dana tabungan yang 

ketiga, yaitu sistem gabungan. Dalam program ini, investor asing dapat memberikan 

pinjaman kepada dana penanaman modal asing, namun dapat pula dibarengi dengan kegiatan 

subsidi. Terkait dengan rencana ini, pada prinsipnya pengembalian dana investasi hanya 

dapat diberikan kepada kreditur dana investasi asing dari rencana penyelamatan. Namun 

pengembalian dana penanaman modal asing dari kegiatan subsidi juga dapat dilakukan 

sepanjang besarannya telah dipisahkan dengan jelas dari dana penanaman modal asing 

tersebut dari dana penyelamatan melalui perjanjian penanaman modal asing antara cuti. 

Untuk pendanaan internasional atau program pendanaan seperti yang dijelaskan di atas, 

penggunaan program ini dalam pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua implikasi. 

Implikasi pertama, melalui sistem ini, setiap investor asing memberikan kebebasan kepada 

PPJK (Otoritas IKN dalam hal) untuk dapat menggunakan dana investasi asing yang 

ditawarkan secara gratis. Implikasi kedua, jika pembangunan infrastruktur IKN tidak berjalan 

sesuai dengan yang disepakati secara khusus dalam program hibah, maka ada kemungkinan 

otoritas IKN tidak akan mengembalikan dana hibah tersebut, hingga dapat 

dipertanggungjawabkan. yang lain. atau diberikan penangguhan oleh penanam modal asing. 

Selain dua skema pembiayaan KPBU dan skema pembiayaan internasional, investor 

asing dapat memilih untuk menggunakan skema pembiayaan lain yang disebutkan dalam 

ketentuan Lampiran II UU 3/2022 dengan istilah pembiayaan kreatif. Ketentuan saat ini 

mendefinisikan dua model pendanaan kreatif, yaitu crowdfunding dan pendanaan filantropi. 

Kecuali model pembiayaan kreatif, ketentuan a quo tidak mengatur atau setidak-tidaknya 

belum ada ketentuan lain yang diterapkan dalam ketentuan PP. Jadi dalam hal ini uraian di 

bawah ini hanya membahas tentang kedua model pembiayaan kreatif tersebut. 

Model program pendanaan kreatif yang pertama adalah program crowdfunding. 

Dalam program crowdfunding tentu tidak ada ketentuan signifikan yang dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup kegiatan pemodal. Jadi dapat dikatakan sepanjang termasuk dalam 

subjek hukum yang mempunyai kapasitas hukum maka dapat digolongkan sebagai subjek 

pemberi dana investasi melalui program crowdfunding. Namun perlu diperhatikan secara 

konseptual bahwa program crowdfunding yang diterapkan pada masyarakat pada umumnya 

tidak digunakan pada program yang umumnya dilaksanakan sebagai program investasi, 

khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua 

argumen yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

Argumen pertama adalah bahwa program crowdfunding mempunyai karakter sosial. 

Karakter sosial yang dimaksud bertujuan untuk kepentingan umum. Dengan kata lain, 

penggunaan sistem crowdfunding pada prinsipnya tidak bertujuan untuk berinvestasi untuk 

memanfaatkan penyaluran dana investasi yang tersedia. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat 

dikatakan dengan jelas bahwa karena sifatnya, program crowdfunding untuk investasi lepas 

dari konsep crowdfunding itu sendiri, meskipun tidak ada larangan mengenai penggunaan 

program crowdfunding untuk investasi itu sendiri. Argumen kedua adalah penggunaan 

program crowdfunding di masyarakat merupakan hal yang tidak biasa. Anomali ini tercermin 

pada praktik crowdfunding di masyarakat sebagai kegiatan sosial yang dikelola oleh berbagai 

lembaga nirlaba. Dengan demikian, penggunaan program crowdfunding untuk berinvestasi 

dalam pembangunan infrastruktur IKN mempunyai dua implikasi, yaitu penggunaan program 

crowdfunding sebagai model pembiayaan investasi pada dasarnya menunjukkan bahwa badan 

hukum mana pun dapat berperan dan penggunaan program crowdfunding. Program 

crowdfunding memberikan peluang bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. tujuan dalam 

hal pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN. Namun yang perlu diperhatikan di sini 
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adalah pembiayaan penanaman modal melalui program penanaman modal asing juga 

menunjukkan adanya partisipasi asing dalam pembangunan infrastruktur IKN. 

Model pembiayaan kreatif kedua yang diusulkan pemerintah untuk pembangunan 

infrastruktur IKN adalah penggunaan dana dari filantropi. Dana filantropi sendiri merupakan 

dana yang bersifat sosial. Dalam praktiknya, penyaluran dana filantropi dapat dilakukan oleh 

orang atau kelompok tertentu melalui yayasan nirlaba atau dengan donasi langsung dan 

bertindak langsung. Penggunaan dana filantropi untuk tujuan investasi juga merupakan hal 

yang tidak biasa mengingat praktik dalam hal ini, namun tidak dapat disangkal bahwa dana 

filantropi sering digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai pembangunan di 

berbagai negara dan wilayah. Pada prinsipnya pembangunan ini juga bertujuan untuk 

menjawab kepentingan masyarakat dan memajukan daerah beserta sumber daya alam dan 

manusianya. Oleh karena itu, pemanfaatan program dana filantropi untuk pembangunan 

infrastruktur IKN bukanlah sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sudah sepantasnya 

pembentuk undang-undang, khususnya UU 3/2022, menggunakan istilah “rencana 

pembiayaan” dan bukan rencana investasi. 

Berkenaan dengan rencana pembiayaan kreatif di atas mengenai penanaman modal 

asing pada pembangunan infrastruktur IKN, berikut setidaknya penjelasan rencana ROI 

tersebut. Mengenai program pengembalian investasi dari program crowdfunding, seperti 

sebelumnya dapat kita katakan bahwa program crowdfunding lebih bersifat sosial daripada 

ekonomi. Secara konseptual, orang asing dan badan hukum asing yang menyediakan dana 

tersebut harus memahami bahwa tindakan mengembalikan suatu investasi adalah sesuatu. hal 

ini tidak diwajibkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dengan Otoritas IKN atau 

lembaga lain yang mengelola dana luar negeri masing-masing. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan besar kemungkinan pengembalian program crowdfunding bukan merupakan 

kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Otoritas IKN maupun pihak ketiga. 

Selain itu, terkait model pendanaan filantropi, sistem hasil investasi setidaknya 

mengacu pada ketentuan UU 3/2022 dan tidak mengatur secara jelas bagaimana hasil 

investasi dari sistem ini. Memang belum ada peraturan perundang-undangan lain yang 

mengatur secara tegas program pembiayaan filantropi untuk kegiatan investasi, khususnya 

yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait infrastruktur IKN. 

Dengan demikian, jika persoalan ini dicermati dan mengingat sistem ini tidak jauh berbeda 

dengan sistem crowdfunding, maka dapat diketahui bahwa pengembalian dana asing melalui 

sistem pembiayaan filantropi untuk pengembangan IKN tidak mutlak diperlukan, kecuali 

sebaliknya. dengan satu syarat. ketentuan hukum (pengecualian peraturan) atau ditentukan 

lain oleh pihak yang berkepentingan (pengecualian pihak).  

Menyadari sistem ROI model pembiayaan kreatif ini, terlihat setidaknya ada dua 

implikasi penggunaan sistem ini oleh dana asing terhadap pembangunan infrastruktur IKN. 

Implikasi pertama, sistem ini sangat bermanfaat bagi pemerintah atau PPJK (dalam hal ini 

Otoritas IKN) karena secara konseptual sistem ini tidak mengharuskan pengembalian dana 

asing yang telah disetor, kecuali permasalahannya ditentukan oleh para pihak. Melalui 

kesepakatan atau kesepahaman. protokol perjanjian. Implikasi kedua, sistem ini memberikan 

peluang bagi pihak asing untuk berkontribusi dalam pengembangan IKN dan pemerintah juga 

dapat melakukan kontrol terhadap masuknya dana asing. Memang berkat proyek ini, tidak 

ada permintaan dari donor asing atas penguasaan infrastruktur IKN yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, program pembiayaan kreatif dapat 

dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur IKN 

khususnya dalam hal pembangunan dan pengelolaan pasca proses pembangunan. Oleh karena 

itu, ketiga program penanaman modal yang ditujukan untuk penyaluran dana asing yang 

diatur dalam ketentuan UU 3/2022 merupakan program yang mempunyai manfaat positif 

bagi pembangunan infrastruktur Lembaga Kebudayaan Nasional. Selain itu, perlu ditegaskan 

bahwa tata cara pengembalian dana luar negeri harus disepakati oleh para pihak yang 
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membuat perjanjian atau setidak-tidaknya dituangkan dalam PP sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pasal 24 ayat (7) UU. . 3/2022. 

 

Tinjauan Hukum Investasi Terkait Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing 

Pada Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara 

Pada dasarnya undang-undang penanaman modal adalah suatu peraturan atau 

ketentuan yang mengatur sifat atau perilaku suatu penanaman modal, apakah dilakukan 

secara wajar (fair investment) atau dilakukan secara tidak adil (unfair investment). Dalam 

terminologi hukum Indonesia, istilah Hukum Penanaman Modal lebih dipahami dalam 

konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya 

disebut Undang-Undang 25 Tahun 2007) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun. 2007. Tahun 2007 merupakan versi revisi dan revisi. 2020 tentang Penciptaan 

Lapangan Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020). UU 25/2007 membedakan dua jenis 

penanaman modal yang dapat dilakukan di India, yaitu penanaman modal dalam negeri dan 

penanaman modal asing. Ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU 25/2007 menjelaskan bahwa 

penanaman modal asing (selanjutnya disebut PMA) adalah perbuatan penanaman modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 

modal asing. Perusahaan ini menggunakan modal asing atau usaha patungan dengan investor 

dalam negeri. Berdasarkan praktik yang ada saat ini, dapat dipahami bahwa alokasi 

penanaman modal asing untuk pembangunan infrastruktur IKN merupakan pelaksanaan 

sejenis PMA. Perlu ditekankan bahwa program pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan 

pertumbuhan ekonomi di daerah yang menerima investasi langsung dari luar negeri (Tatan 

Sukwika, 2018).  

Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan ayat (3) Pasal 18 UU 25/2007 sebagaimana 

telah diubah dengan UU 11/2020 yang menegaskan bahwa dalam proyek pembangunan 

infrastruktur, PMA bekerja memberikan fasilitas oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur IKN melalui dana investasi pihak asing 

juga berada dalam lingkup PMA, yang dapat diberikan masukan oleh pemerintah pusat dan 

tidak terbatas pada PPJK (Penguasa IKN in casu). Oleh karena itu, UU 25/2007 mengubah 

UU 11/2020 dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur penerapan hukum 

penanaman modal di Indonesia. 

Sementara itu, kegiatan PMA dalam pembangunan infrastruktur di IKN merupakan 

salah satu solusi dalam hal pembiayaan yang secara umum menjadi salah satu kendala 

mendasar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Joubert B. Maramis, 2018). Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga model penanaman modal asing. yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan infrastruktur IKN yaitu program KPBU, program 

dukungan finansial atau pembiayaan internasional, serta program pembiayaan kreatif dan 

program pengembalian investasi dalam keadaan normal. Situasi normal yang dimaksud 

adalah situasi dimana proses pembangunan hingga berakhirnya proyek infrastruktur IKN 

yang dibiayai oleh program pembiayaan luar negeri telah dikembangkan sesuai kesepakatan 

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PPJK (dalam hal ini IKN Berwenang). Oleh 

karena itu, dalam situasi ini seluruh pencapaian investor asing sebagai kreditur dan Otoritas 

IKN sebagai debitur telah terealisasi sepenuhnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

keadaan tersebut tidak dapat direalisasikan atau mungkin terjadi pengecualian. 

Tujuan dari keadaan ini tidak akan tercapai jika pembangunan infrastruktur IKN yang 

dibiayai oleh investor asing tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau jika ada 

faktor lain yang menghalangi pembangunan infrastruktur IKN sebagaimana mestinya. Selain 

itu, terdapat juga pengecualian pada kondisi normal yang mungkin berkaitan dengan 

pembangunan infrastruktur IKN, yaitu adanya force majeure atau kesulitan. Oleh karena itu 

wajar jika dalam pengecualian tersebut kondisi normal tidak dapat dipenuhi, yang kemudian 

mempengaruhi sistem pengembalian investasi asing yang dijelaskan di atas dalam kondisi 
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normal. Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan tersebut, perlu dilakukan manajemen 

risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan penanaman modal nasional terhadap 

segala bentuk risiko yang mungkin terjadi untuk menjamin keuntungan investasi asing dalam 

pembangunan infrastruktur IKN-of, yang dapat diuraikan. sesuai dengan bentuk program 

investasi yang dapat dipilih oleh investor asing sebagai berikut. 

Dalam skema KPBU, seperti terlihat pada uraian sebelumnya, skema ini terbagi 

menjadi skema tarif KPBU dan skema AP KPBU. Dalam sistem tarif KPBU diketahui bahwa 

pengembalian sistem penanaman modal asing diperoleh dengan membebankan biaya dari 

biaya yang dibayarkan oleh pengguna infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa apabila pembangunan infrastruktur IKN telah selesai maka pengelolaan risiko yang 

dapat dicapai adalah melalui pembayaran rutin biaya yang dibayarkan oleh pengguna 

infrastruktur IKN. Selain itu, pengelolaan risiko juga dapat dilakukan dengan pengelolaan 

bersama dengan pemerintah atau PPJK (Otoritas IKN dalam hal ini) Infrastruktur IKN yang 

telah berhasil dibangun melalui dana penanaman modal asing atau setidaknya penyedia 

penanaman modal asing dapat secara berkala memantau pengelolaannya. dilakukan oleh 

Pemerintah untuk struktur infrastruktur asing yang dibiayai oleh rezim tarif KPS. 

Selain itu, dalam skema KPBU AP secara prinsipnya sehubungan manajemen risiko 

sudah diatur dalam Perpres 38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 

260 Tahun 2016. Mengenai aturan a quo, manajemen risiko sudah diatur secara jelas dan 

tegas oleh Pemerintah melalui penilaian berkala dan berjenjang. Selain itu sudah ditetapkan 

mengenai kriteria-kriteria objek infrastruktur yang dapat dilakukan pengembalian dana 

investasinya oleh Pemerintah. 

Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengelolaan risiko melalui penilaian 

mendalam terhadap keuangan perusahaan dan keberadaan badan usaha secara berkala, 

terutama pada seluruh proses pembangunan infrastruktur IKN. Hal ini sangat penting 

mengingat bahwa badan hukum asing dapat mengajukan tuntutan hukum tidak hanya di 

dalam negeri, namun juga di hadapan badan hukum asing lainnya di negaranya, dan juga di 

hadapan forum-forum penyelesaian sengketa yang tidak menimbulkan perselisihan dari sudut 

pandang hukum internasional yang menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, dengan 

penerapan hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengelolaan lebih mendalam terhadap 

risiko-risiko yang terkait dengan keberadaan entitas komersial yang termasuk dalam program 

AP KPBU. Berkat itu, pemerintah bisa mengembalikan investasi asing dengan kepastian 

hukum. Memang sistem KPS menawarkan jaminan hukum yang jelas (Hendry Irwanugroo, 

2019). 

Berbicara terkait aturan hukum investasi atas manajemen risiko skema dukungan 

pendanaan dan pembiayaan internasional, pada prinsipnya Pemerintah dapat memberdayakan 

keberadaan Lembaga Pengelola Investasi Asing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (selanjutnya disebut dengan PP 

74/2020). Meskipun ketentuan Pasal 1 angka (2) PP74/2020 menjelaskan bahwa LPI 

memiliki kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan   investasi Pemerintah Pusat, perlu 

untuk digaris bawahi bahwa proyek pembangunan infrastruktur IKN tidak hanya proyek 

daerah khusus IKN melainkan juga terdapat bagian yang besar terhadap kewenangan 

Pemerintah Pusat untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari peran APBN sebagai sumber 

dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dalam hal ini 

penting untuk dapat memanfaatkan pembagian keuntungan yang diperoleh LPI sehubungan 

dengan pembagian keuntungan tersebut kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaan 

untuk melakukan manajemen risiko sebelum risiko itu muncul, sebagaimana ketentuan pasal 

tersebut. 50 ayat (1) PP 74/2020. Apabila risiko yang dimaksud sudah muncul, maka 

pemerintah dapat menerbitkan margin keuntungan sebagai bentuk jaminan pengembalian 

investasi asing kepada pemberi pinjaman, sepanjang telah ada kepastian dari pemberi 

pinjaman asing bahwa investasi tersebut akan dikembalikan kepada pihak terkait. 
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Selain program KPS dan program dukungan pendanaan serta pendanaan internasional, 

manajemen risiko juga dapat diterapkan pada model program pendanaan kreatif. Manajemen 

risiko yang dapat dilakukan berdasarkan instrumen hukum investasi yang ada berarti 

pemerintah memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman asing untuk menerima 

pengembalian dana asing melalui perjanjian dan protokol “kesepakatan”. Selain itu, 

pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik apabila didukung pula dengan pengaturan yang 

lebih spesifik dan kuat mengenai risiko yang dapat timbul melalui skema pembiayaan kreatif 

ini melalui suatu peraturan perundang- undangan seperti PP sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022. Oleh karena itu, setelah mencermati uraian di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan risiko dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 

sebelum terjadinya risiko dan tahap setelah terjadinya risiko, yang dapat dilakukan melalui 

kaidah umum. . hukum penanaman modal atau perjanjian khusus. 

 

KESIMPULAN 

Mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare memiliki 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Hasil pertama, ada 

tiga kemungkinan proyek mendatangkan dana asing yang ditujukan untuk pembangunan 

infrastruktur di IKN, yaitu proyek KPBU. Ini termasuk program OPS berbayar dan program 

AP OPS, program pendanaan bersponsor atau internasional, dan program pendanaan inovatif. 

Ketiga rencana ini mempunyai persyaratan rencana skema pengembalian investasi asing yang 

berbeda-beda.  

Dalam melakukan repatriasi penanaman modal asing melalui proyek KPBU, sangat 

tepat peran PPJK (Otorita IKN in casu) untuk melakukan hal tersebut. Sebab, ditentukan oleh 

ketentuan Perpres umum 38/2015 dan perjanjian OPS. pada saat itu. Dalam program 

dukungan internasional dan program keuangan inovatif, pengembalian uang asing tidak 

terlalu pasti, kecuali jika diputuskan oleh pemiliknya. Perbedaan skema imbal hasil investasi 

asing mempunyai implikasi yang berbeda pula terhadap perkembangan struktural IKN. 

Konsep-konsep yang berbeda ini terletak pada dua hal. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan investasi asing melalui program pembiayaan internasional dan inovatif yang 

akan mempercepat pelaksanaan proyek KPS. Kedua, respon terhadap rencana OPS yang jelas 

berkaitan dengan dua rencana lainnya, artinya pengembangan struktur IKN mulai dari 

konstruksi hingga unit pengelolaan akan lebih fokus ke depan. 

Kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah bahwa skema pengembalian dana asing 

dan implikasi yang berbeda dariketiga skema terkait untuk pembangunan infrastruktur IKN 

juga mengakibatkan mana- jemen risiko dari ketiga skema yang terkait menjadi berbeda pula 

apabila ditinjau dari aturan hukum investasi nasional. Pada prinsipnya, manajemen risiko 

untuk skema KPBU dilakukan melalui Perpres 38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, 

dan PMK Nomor 260 Tahun 2016 dan dapat didukung dengan pelaksanaan manajemen risiko 

melalui penilaian mendalam atas keuangan perusahaan dan eksistensi badan usaha asing 

secara berkala yaitu sepanjang dalam proses pembangunan infrastruktur IKN. Terkait 

manajemen risiko skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional dapat 

dilakukan dengan memberdayakan alokasi dana LPI yang dikelola oleh Pemerintah 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 74/2020. Disamping itu, untuk manajemen 

risiko skema pembiayaan kreatif perlu untuk ditegaskan dalam suatu kontrak asing di antara 

para pihak. Berdasarkan hal itu, manajemen risiko dari skema pembiayaan kreatif 

seyogyanya juga diatur dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan secara 

khusus. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mempunyai dua gagasan sebagai berikut. 

Rekomendasi pertama, pemerintah tetap menerbitkan PP yang khusus mengatur proyek 
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penanaman modal asing sesuai ketentuan Pasal 24 UU 3/2022. Rekomendasi kedua, 

pemerintah memperkuat LPI sebagai dana penjaminan pembangunan infrastruktur IKN yang 

didanai penanaman modal asing. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menciptakan 

kepastian hukum atas penggunaan sumber keuangan asing dan mendorong pihak asing untuk 

mengelola dana asing guna mendukung pembangunan infrastruktur IKN. 
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